
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di

Provinsi Kalimantan Timur (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan lembaran

Republik Indonesia Negara Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Mengingat



5.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2lOl;'

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5409)

diubah menjadi Undang-Undang No 1 Tahtun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2O2O tentang

Cipta Ke{a (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2L tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2O22

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 245 Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6735);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4 Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6.

7.

8.

9.



2O00 Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia norrtor 74 Tahun 2012

tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang

Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungfawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693) diubah dengan PP No. 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelalsanaan Tugas dan Wewenang Serta

Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Pusat.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
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Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

sl6s);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor 6O4l);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tent-ang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun

2O2l tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 525) diubah menjadi Permendagri

No. 9 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah



Menetapkan

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2

Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 754);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 taltur. 2Ol7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser

Utara Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 11 Tahun 2022 tentatg Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adatah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten

Penajam Paser Utara.



6.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keqia Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan APBD.

Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,

belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh

pengguna anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula

sebesar Rp1.170.655.818.445,- bertambah sebesar Rp559.818.055.238,-

sehingga menjadi Rp I . 730. 473. 873. 683, - dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

2. Belanja daerah

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan

7.

Rp 1.170.655.818.445.

Rp 518.138.838.867.

Rp 1.688.794.657.3t2.

Rp 1.109.673 .142.8O8.

Rp ss1.035.386.324.

Rp 1.660.708.529.r32.

Rp o.

Rp 41.679.216.371.

Rp 41.679.216.371.



b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

60.942.675.637.

4.742.66a.9L4.

69.765.344.551.

28.086.128.180.

0.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagpimana dimalsud dalam pasal 2, tercantum dalam L,ampiran yang

mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. t ampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang

Diklasifikasi MenurutKelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan

Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Belanja Bagi Hasil;

2. l,ampiran II

6. Lampiran VI

Pasal 4

l,ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.

4.

5.
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Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
keg'a perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten penajam

Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam

Pada tanggal 18 Olctober 2022

Plt. PENAJAM PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ftd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022

NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya

ER UTARA
m,
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